
... ._... 

Menimbang 

Mengingat 

. NENTERI. KESEHATAN 
llEPUBLUC . UtDONESIA 

PERATURAN MENTER! KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR : 257/MEN.KES/PER/VI/ 1982 

TENTANG 
SYARAT-SYARAT DAN PENGAWASAN KUALITAS AIR PEMANDIAN UMUM 

MENTER I KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, 

a. bahwa air pemandian umum yang memenuhi syarat kesehatan mempunyai pe­

ranan dalam rangka pemeliharaan. perlindungan dan mempertinggj dera­

jat kesehatan rakyat; 

b. bahwa untuk melaksanakan hal tersebut dalam huruf a, perlu dfcegah ada-
' nya pencemaran air pemandian umum dan penggunaan air pemandian umum 

yang tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan. 

l • Undang-undang Gangguan (Hi nderordonnanti e Stb l. 1926 ~o. 226 ya11g te­

l ah diubah dan ditambah t er akhir dengan Stbl. 1940 No. 14 da,n No. 450); 

2. Undang-undang No. 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran 

Negara Tahun 1960 No. 131, Tambahan Lembaran Negara No. ?068); 

3. Undang-undang No. 11 Tahun 1962 tenta.ng Hygiene Untuk Usaha-usaha Bagi 

Umum (Lembaran Negara Tahun 1962 No . 48, Tambahan Lembaran Negara No. 
2475); 

4. Undang ... undang No. · 2 Tahun 1966 tentang Hygiene (Lembaran Negara Tahun 

1966 No. 22, Tambahan Lembaran Negara No. 2804).; 

5. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemer1ntahan Di Dae­

rah (Lembaran Negara Tahun 1974 No. 38., Tambahan Lembaran Negara No. 

3037); 

6 • . undang-undang No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Ta­

hun 1974 No. 65, Tambahan Lembaran Negara No. 3046); 

7. Undang-undang No. 4 Tahun 1982 t entang Ketentuan-ketentuan Pokok Penge­

lolaan Lingkungan Hidup (lembaran Negara Tahun 1982 NQ. 12, Tambahan Lem· 
baran Negara No. 3215); 

8. Keputusan 
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8. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 44 dan 45 Tahun 1974 tentang 
Pokok:.pokok dan Susunan Organisasi Departemen, dengan perubahan_ .. peru­
baham1ya; 

9. Peraturan. Menteri kesehatan R. x.· No. 172/Men.Kes/Per/VIII/1977 tentang 
Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Kolam Renang; 

10. Peraturan Menteri Kesehatan R.I. No. 173/Men.Kes/Per/VIII/1977 t cntang 

Pen~awasan Pencernaran Air Dar1 Badan Air Untuk berbagai Kegunaan Y~ng 
Berhubungan Dengan Kesehatan. 

M E M U T U S K A N 

PERAlURAN t1ENTERf KESEHATAU REPUBL!K !NbONtSIA TENTANG SYARAl~SYARAT DAfJ 

PENGA!-iAs.t\N KUALITAS AIR P~MANDIAN UMUM, 

BAB I 
KETEtffUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan 

a. Pemandian umum adalah t empat dan wadah ter tentu di daratan atau di pan­
tai laut y4ng berisi ai r beserta bangunan, peralatan dan perlengkapan­
ny~ yanq dikelola oleh Pemerintah maupun Swasta, diperqunakan untuk pe­
mandian bagi umum yang bersifat tradisional, membersihkan tubuh, rekren-

. si maupun o 1 ah raga, yai t u ko 1 am air, panta i, danau, sungai, pa r. :::..: : .. [. n 
dan kamar man~i, tidak termasuk pemandian urituk pengobatan tradisional 
d~n kolam renang; 

b. Pencemaran air pemandian umum adalah masuknya zat-zat asing dalam ai r 
pemandian umum yang mengakibatkan kualitas air tersebut menurun seh i ng; a 
dapat mengganggu dan atau membahayakan kesehatan masyarakat; 

c. Keadaan khusus ~dala h keadaan yan~ nenyimpang dari ketentuan dan atau 
persyaratan yang telah ditetapkan, disebabkan keadaan alam atau keadaan 
lainnya yang tidak dapat atau tidak mungkin dihindarkan tetapi tidak 

. menggang~ll dan atau mernbahayakan kesehatan masyarakat; 

d. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang tugas, funasi da n wewe­
nangnya mencakup bidang pengawasan kua1itas air pemandian t.1T1um; 

e. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kahup~ten/Kotamadya Daerah Ting­
k~t II atau yang setingkat. 

BAB II. . ............. . 
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BAB II 

SYARAT-SYARAT KUALITAS AIR PEHANDIAN UMUM 

Pasal 2 
Kualitas · a,.ir pemandian umum harus memenuhi syarat air pemandian a lam s~perti 
yang ditetapkan dalam Peraturan :1enteri Kesehatan Republ ik Indonesia t-t>. 173/Men. 
Kes/Per/VIll/1977 tentang Pengawasan Pencemaran Air Dari Badan Air Untuk Berbaga1 
Kegunaan Yang Berhubungan Dengan Kesehatan, dengan ketentuan sebaga1 berikut : 

a. Chlorida, sulfat, kesadahan dan zat terlarut tidak dipersyaratkan; 
b. bebas dar1 bau yang mengganggu; 
c. cakram hitam putih bergaris tengah 200 nm, dapat dilihat jelas dari per111Jkaan 

air pada kedalaman minimum 125 cm, kecua11 air pancuran dan kamar mandi; 

d. untuk air pancuran dan kamar mandi kejernihannya sesuai dengan persyaratan air 
minum (Peraturan Menteri Kesehatan R. I. No. Ol/Birhukmas/l/1975 tentang Syarat­
syarat dan Pengawasan Kua11tas Air Minum). 

Pasal 3 

Penyimpangan dari syarat-syarat yang tercantum dalam pasal 2 tidak dfbenarkan, ke­
cuali dalam keadaan khusus dengan persetujuan Menteri Kesehatan. 

·+1 .. J 

· .. . :, . "BAB I I I 
:·;;p ( ~( E L l ~ A R A A N 

• ;. .,,.. .. I '' , '·;\~_.~J:. , 

·. ;..·:::.' . Pas a 1· .:·:~A< · " · 
(1) Kuali~as ;air pemandian u~~~ •sepertL:·;~ :~,9-~-dimaksud dalam pasal 2 harus dfpeH--

·.,. .• . 
hara·:aengan bai k secara teratur dan terus menerus. 

. .. {~·::i.\, ;' . ~ . 

(2) Pemeliharaan air remand ian umum harus mengi'11dahl(a'ri pedoman poneliharaarr yan·g· 

ditetapkan oleh Oinas Kesehatan. 

Pasal 5 . ":':~· .i.. .: 

Pengelola pemandian umum harus mencegah pencemaran dan memelih~!ra kua·lftas atr pe-... ::· 
mandian umumT 

... ., ... _ 

BAB ·IV 

P E N G A W A S A N 
Pasa1 6 

.. ~ ;, ... ' 

.·. ~ 

Cl ) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Ting­
kat II mengkoordinasikan pengawasan kualitas air p~andian umurn seperti dimak-
sud dalam pasal 2. 

(2) Oinas Kesehatan secara fungsional melaksanakan pengawasan kualitas air pemandi· 
an umum seperti dimaksud dalam pasal 2. 

Pasal 7. •••••••••• 
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Pasa 1 7 

Pengawasan yang dimaksud dalam pasal 6 meliputi 

a. Pemeriksaan secara berkala baik di lapangan naupun d1 laboratorium; 
b. Penganalisaan hasil kegiatan huruf a; 
c. Perumusan saran cara-cara pemecahan masalah yang timbul dari hasil keg1atan 

huruf a dan huruf b; 

d. Upaya pemecahan masalah atas dasar kegiatan huruf c. 

Pasal 8 
Penyelenggaraan pengawasan dan penetapan syarat-syarat tenaga pengawasan kualitas 
air pemandian umum ditetapkan dal am petunjuk pelaksanaan ol'eh Direktur Jenderal. 

Pasal 9 
Laborator1um yang melakukan pemeriksaan sampel air pemandian \111'1um dalam rangka pe­
nyel enggaraan pengawasan, seperti yang dimaksud dalam pasal 6 ditetapkan oleh Di­
rektur Jenderal. 

Pasal 10 
Metoda pengar.ibilan dan pemeriksaan sample air pemandian llllum ditetapkan oleh Direk­
tur Jenderal. 

Pasal 11 
(1) Pemeliharaan kualitas air pemandian umum secara mikrobioloQik bernilai baik, 

jika tidak lebih dari 103 (sepuluh persen) sampel air yang diperiksa setiap 
bulannya menunjukkan hasil "tidak ba;k 11

• 

(2) Jumlah sampe1 air yang diambil guna pemeriksaan kualitas air secara mikrobio­
logik sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) sarnpel air tiap pemandian -umum un1;uk se­
tiap bulan. 

(3) Jumlah sampel air yang diambil guna pemeriksaan fisik, kimiawi dan rad1oaktifi­
tas tergantun~ pada besarnya bahaya pencemaran air pemandian umt..ml sekurang-ku­
rangnya l (satu) kali setahun. 

BAB V 
P E M B I A Y A A N 

Pasa1 12 

Pembiayaan kegiatan pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 6, 7 dan 8 
d·ibebankan pada anggaran bel anja Departemen Kesehatan. 

B.•.B. • • • • ••• 
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!3AB VI 
P E N I N 0 A K ~ ~ 

Pasal 13 

Barang siapa rnelanggar pasal 2, 4 dan 5 sehingga mengganggu dan atdu membahaya­
kan kesehatan atau Jiwa seseorang ~ihukum berdasarkan pasal 202 Ki~ab Undang­
urid~ng Hukum P1dana dan Peraturan P~rundang-undangan lainnya. 

' 
' Pasal 14 

Barang s1apa' yang karena kelalaianri.Ya me1anggar pasal 2, 4 dan 5 sijHingga meng­
ganggu · k~sehatan atau jiwa sesedrang diHUkJm berdasarkan pasal 203 Kitab Undang­
Undang Hukl.m Pidana dan Peraturan Perundan~-undangan lainnya. 

Pasal 15 

Kepala Dinas Kesehatan dapat mengusulkan kepada Bupati/Kepala Daer~h Tinqkat II 
untuk menutup pernandian umum yang ~elan~gar pasal 13 dan 14. ' 

BAB VII 

P E N U T U P 

Pasal 16 

Hal~hal yang bersifat teknis yana belum cukup diatur dalam Peraturan Menteri 1n1, 
ditetapkan oleh Direktur Jenderal. 

Pasa 1 17 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan penQundangan Peraturan Men­
teri int dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

Ditetapki\n di 

Pada 

/ 

J A K A R T A 

29 Juni 1982 

) 

I 


